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TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN (LPK)

MANDIRI

Jl. Pagaruyung Painan

Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Surat Permohonan Izin  Operasional Satuan
Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh
Yayasan/Lembaga dari Tn./Ny. GUSMARDIANI, M.Pd
Selaku Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal.

1.

bahwa dalam rangka memberikan kepastian
hukum kepada penyelenggara pendidikan
nonformal dan informal dalam memberikan
lavanan pendidikan kepada masyarakat perlu
diterbitkan izin Operasional Satuan Pendidikan
Nonformal;

bahwa penerbitan Izin Operasional Satuan
Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud
butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ;

Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia



3.

Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 10958 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
1643):;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan

Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor
4280);

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung .Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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8. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5462);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3411);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003
tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia  NomoOT 5103).
sebagaimana telah diubah dengan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155} ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada
Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

18, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan  yang menjadi ~ Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kabupaten
Pesisir Selatan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2014,

71. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun
7013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Pesisi Selatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2014;
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SURAT KETERANGAN BERDOMISILI

Nomor 20 SKWNIY 111/ 2010

Yang bertanda tangan dibawah n; Wali Nagari Painan Kecamatan [V Jural
habupaten Pesisir Sclatap meneranpkan bahwa

Nama Organisasi . LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

(LPK) MANDIR]
- GUSMARDIANI, M.Pd
-JL. PAGARUYUNG PAINAN

Pimpinan

Alamat

Bahwa Organisasi tersebyt diatas Memang benar Saat ini berdomisils

di JI
Pagaruyung Paman Kampung

Painan Utara Kenagarian Painan Kecamatan

[V Jurai
Kabupaten Pesisir Selatan Sesuai dengan Akta Notaris No 82

Tanggal 26 September 2016,

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat

dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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